I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan
pencemaran  serta pemulihan  kualitas  lingkungan telah  menuntut
dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang
didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut
mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan
lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta
pendanaan. Keterkaitan dan keseluruhan aspek lingkungan telah memberi
konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak
dapat berdiri sendiri, akan tetapi berintegrasi dengan seluruh pelaksanaan

pembangunan.

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat sebagai upaya peningkatan
kesejahteraan hidup yang bertumpu pada pembangunan industri yang diantaranya
memakai berbagai jenis bahan kimia dan zat radio aktif. Disamping menghasilkan
produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan ekses,
antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), yang
apabila dibuang kedalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan

hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.



Berbagai jenis limbah B3 yang dibuang langsung ke lingkungan merupakan
sumber pencemaran dan perusakan lingkungan. Untuk menghindari terjadinya
dampak akibat limbah B3 diperlukan suatu sistem pengelolaan yang terintegrasi
dan berkesinambungan. Upaya pengelolaan limbah B3 tersebut merupakan salah
satu usaha dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup.

Sistem manajemen pengelolaan yang baik perlu diterapkan agar usaha tersebut
dapat berjalan dengan baik pula, terutama pada sektor-sektor kegiatan yang sangat
berpotensi menghasilkan limbah B3 seperti sektor Industri, rumah sakit dan
pertambangan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan memberlakukan peraturan
perundang-undangan lingkungan hidup sebagai dasar dalam pelaksanaannya.
Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, maka hak, kewajiban dan
kewenangan dalam pengelolaan limbah B3 oleh setiap orang/badan usaha maupun

organisasi kemasyarakatan dijaga dan dilindungi oleh hukum.

Indonesia dengan wilayah negara yang luas tentu memiliki masalah lingkungan
yang kompleks dan perlu mendapat perhatian serius. Terjadinya kerusakan dan
pencemaran lingkungan di Indonesia akan membawa dampak terhadap kehidupan
rakyat Indonesia bahkan juga rakyat negara tetangga kita. Lihatlah bagaimana
Malaysia dan Singapura memprotes pemerintah Indonesia atas asap kebakaran
hutan Indonesia yang datang ke wilayah negara tersebut. Pepohonan di hutan
ditebang tanpa ada upaya menanam kembali, sumber daya mineral digali dan

diserap sementara limbah pertambangan yang mengandung bahan berbahaya dan



beracun (B3) dibuang sesukanya, penangkapan ikan dengan cara meracuni atau

sistem peledakan, sampah-sampah dibuang didaerah aliran air dan sebagainya.

Usaha menegakkan hukum lingkungan dewasa ini memang dihadapkan sejumlah
kendala. Pertama, masih terdapat perbedaan persepsi antara aparatur penegak
hukum dalam memahami dan memaknai peraturan perundang-undangan yang ada.
Kedua, biaya untuk menangani penyelesaian kasus lingkungan hidup terbatas.
Ketiga, membuktikan telah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan
bukanlah pekerjaan mudah. Era reformasi dapat dipandang sebagai peluang yang

kondusif untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum lingkungan.

Masalah pencemaran sungai khususnya oleh industri di Provinsi Lampung
tampaknya merupakan masalah yang seakan tiada akhir. Dari waktu ke waktu,
tahun ke tahun telinga kita seringkali mendengar teriakan penduduk khususnya
yang bermukim disekitar daerah aliran sungai baik Way Seputih, Way
Tulangbawang, Way Pangubuan, dan lain-lain. tentang matinya ikan-ikan di
sungai, di kerambah, keluhan gatal-gatal pada kulit mereka setelah mandi di
sungai, rusaknya daerah pertanian/sawah, dan lain-lain. Konon kabarnya dari
dahulu masyarakat disana hampir tidak pernah mengalami hal seperti itu, namun
semenjak kehadiran beberapa pabrik/industri, baik industri singkong/tapioka,
gula, nanas, Crde Palm Oil (CPO), yang berarti minyak sawit mentah, seringkali
air sungai mereka menjadi keruh dan berbusa dengan warna coklat kehitam-
hitaman, belum lagi aroma bau tidak sedap yang terbawa angin yang biasanya
berasal dari pabrik singkong menerpa pemukiman mereka sudah menjadi santapan

sehari-hari. Dari catatan Walhi Lampung, selama kurun waktu 5 tahun terakhir



sedikitnya telah terjadi 9 kali kasus pencemaran oleh industri khususnya yang
berada di Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Selatan
dan Lampung Utara. Jumlah itu barangkali baru yang terungkap dan di ekspose
oleh media, dibalik itu angkanya mungkin jauh lebih besar mengingat banyaknya
jumlah industri yang tersebar di wilayah ini. Menurut sumber Wahana
Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung total jumlah industri di Provinsi Lampung
adalah sebanyak 193 buah yang umumnya adalah berupa Agroindustri, di mana
160 buah merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 33 buah
Penanaman Modal Asing (PMA), baik skala besar, menengah maupun kecil. Dari
jumlah itu sebagian besar merupakan industri singkong/tapioka (33 buah), gula (6
buah), nanas, sawit/CPO, karet, dan yang kesemuanya itu bila pengelolaan
lingkungannya dilakukan secara tidak hati-hati sangat berpotensi dan riskan sekali

menimbulkan pencemaran lingkungan.*

Tragisnya setiap kali terjadi kasus pencemaran selama itu pula yang selalu
menjadi korban adalah rakyat kecil/nelayan yang notabene hidupnya sangat
tergantung dari apa apa yang bisa diberikan oleh sungai. Tragisnya lagi selama itu
pula tidak ada satupun pihak yang merasa bersalah dan bertanggungjawab. Tidak
perusahaan, tidak pemerintah, lantas siapa? Salah satu contoh pencemaraan
lingkungan yang diduga akibat pembuangan limbah dari PT Sungai Mas Agung

Abadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Problem lingkungan hingga kini terus menjadi isu yang selalu aktual dan belum

tertanggulangi, terlebih di era reformasi yang tak luput pula dari tuntutan

http://panisean.wordpress.com, diakses pada tanggal 26 Oktober 2013
http://lampung.tribunnews.com, diakses pada tanggal 26 Oktober 2013
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demokratisasi dan transparansi. Dalam rangka mengantisipasi kian meluasnya
dampak kontraproduktif terhadap lingkungan khususnya akibat perkembangan
dunia industri yang pesat maka penegakan hukum di bidang lingkungan hidup
menjadi mutlak diperlukan. Segenap stakeholders harus mempunyai tekad untuk
memelihara lingkungan dari kemerosotan fungsi yang senantiasa mengancam
kehidupan masa kini dan masa mendatang. Hukum lingkungan dengan demikian,
mempunyai peran yang sangat urgen dalam membantu mewujudkan

pembangunan berkelanjutan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai institusi di luar Polri untuk

membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 94 ayat (1) mengatur bahwa:
Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup.

Ketentuan pada Pasal 94 ayat (1) seharusnya memberi batasan secara jelas tentang

pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan sengketa lingkungan hidup,

sehingga tidak menimbulkan sengketa kewenangan diantara Polri dan PPNS. Hal

ini juga bisa dalam penjelasan ketentuan tersebut, dimana dalam penjelasannya di

katakan cukup jelas. Tetapi justru ketentuan yang ada dalam Pasal 94 ayat (1)

menimbulkan multitafsir (tidak jelas).



Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk membahas
permasalahan Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup
yang diberjudul “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri dalam
Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi

Pencemaran Limbah B3 di Provinsi Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, yang menjadi masalah dalam

penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan kewenangan penyidik Polri dalam
melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pencemaran
limbah B3 di Provinsi Lampung?

b. Faktor apa sajakah yang menjadi kendala penyidikan yang dilakukan
penyidik polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup

berupa pencemaran limbah B3 di Provinsi Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian yang berkenaan dengan Hukum
Pidana terutama mengenai kajian-kajian yang berhubungan dengan pelaksanaan
tugas dan kewenangan penyidik Polri serta faktor yang menjadi kendala penyidik
Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa
pencemaran limbah B3. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polda Lampung

selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk:

a. Menganalisis pelaksanaan tugas dan kewenangan penyidik Polri dalam
melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pencemaran
limbah B3 di wilayah hukum Polda Lampung.

b. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala penyidikan yang dilakukan
penyidik polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup

berupa pencemaran limbah B3 di wilayah hukum Polda Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya teori
hukum pidana mengenai penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa

pencemaran limbah B3.

b. Kegunaan praktis
1) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan
mengenai arti penting lingkungan yang sehat dan memberikan
pertimbangan agar tidak melakukan melakukan pencemaran lingkungan.
2) Bagi Polri, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan dalam
penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pencemaran limbah

B3 dan pembuktian terhadap tindak pidana lingkungan tersebut.



3) Bagi peneliti lain yang meneliti topik sejenis, hasil penelitian ini dapat
dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan pembanding yang dapat

melengkapi hasil penelitiannya .
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Landasan berpijak untuk menjawab permasalahan menggunakan teori-teori
berikut:

a. Teori Kewenangan

Literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan
istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan
begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan
istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering
disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan
dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang

diperintah” (the rule and the ruled).?

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak
berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh
Henc van Maarseven disebut sebagai “blote match”,* sedangkan kekuasaan yang
berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional

atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami

> Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, him.

35-36.

* Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu
Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga,
Surabaya, 1990, him. 30



sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan
bahkan yang diperkuat oleh Negara.® Dalam hukum publik, wewenang berkaitan
dengan kekuasaan.® Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang
karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah

kekuasaan formal.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam
keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga Negara itu dapat berkiprah,
bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena
itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah
kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi
tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku
itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.” Agar kekuasaan
dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu
dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten complex) di mana
jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan
kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.2 Dengan demikian
kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum,
sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu
dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi
(inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan

jelas bersumber dari konstitusi.

> A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat

Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, 1990, him. 52.
®  Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa
tahun, him. 1

Miriam Budiardjo, Op.Cit, hIm. 35

Miriam Budiardjo, Op.Cit, hIm. 39
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Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang
digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah
“bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika
dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah
“bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah
“bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum
privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya

digunakan dalam konsep hukum publik.®

Ateng syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan
wewenang.'? Kita harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag)
dengan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang
disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan
oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel”
(bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat
wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden). Wewenang merupakan lingkup
tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi
wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang
dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi

wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara

°  Phillipus M. Hadjon, Op.Cit, him. 20.

' Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan
Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, him.
22.
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yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.*

b. Teori Penegakan Hukum Pidana
Teori Penegakan Hukum Pidana oleh Joseph Goldstein. Upaya penegakan hukum
pidana menurut Joseph Goldstein dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:*?

1) Total Enforcement (penegakan hukum sepenuhnya)

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (substantive law of
crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan,
sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana
yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan,
penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu
mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-
batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat
penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut Area of
no Enforcement (area di mana penegakan hukum pidana tidak dapat
dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang
bersifat total tersebut dikurangi Area of no Enforcement, muncul bentuk
penegakan hukum pidana yang kedua, yakni Full Enforcement.

2) Full Enforcement (penegakan hukum secara penuh)
Penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi
oleh Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin dilaksanakan secara
penuh, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil,
alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan
dilakukan diskresi.

3) Actual Enforcement
Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada
kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal
ini para pengusaha maupun masyarakat.

Bagi indonesia, pembangunan nasional yang diselenggarakan adalah mengikuti

pola pembangunan berkelanjutan yang diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar

1945 Pasal 33 ayat (3). Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi

" Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung,

Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung:
1994, him. 65.

2 Muladi. Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Pelindungan Hukum dalam
era Globalisasi. Jurnal Keadilan, 2001, him. 28.
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penyelenggaraan pengelolaan linkungan hidup yang bertujuan melestarikan
kemampuan lingkungan hidup agar dapat menunjang kesejahteraan dan mutu
hidup generasi mendatang.™® Namun tidah hanya diamantkan dari satu pasal saja
terdapat pasal lain diantaranya Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945
menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dana sehat merupakan hak asasi
warga negara Indonesia. Berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 32 tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang
timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan

hidup.”

Hukum pidana memainkan peranan dalam upaya penegakan hukum lingkungan,
walaupun beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak melebihi kapasitas
yang dimilikinya, karena dalam upaya penegakan hukum lingkungan sangat
tergantung pada berbagai faktor yang hampir tidak ada dipahami dalam
keseluruhanya.** Dari keberadaan perkembangan pemikiran tentang teori-teori
hukum pidana, maka terdapat beberapa asas yang disepakati oleh para penulis
atau pakar hukum pidana, yaitu asas legalitas (The Principle of Legality) yang
bersifat preventif umum, asas kesamaan, asas proporsionalitas, asas publisitas dan

asas subsidaritas , serta asas baru dalam UUPPLH vyaitu asas ultimum remedium.®™

Konsep asas subsidaritas sangat tidak jelas dan kabur sekali untuk dipedomani

dalam tataran aplikatif dan juga dianggap sebagai kelemahan penerapan

B Yayasan Bantuan Hukum Indeonesia dan AusAID 2006, Panduan Bantuan Hukum di

Indonesia, Jakarta, 2006, him 214.

¥4 Syahrul Machmud, Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan
Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia, Indonesia,Mandar Maju, Bandung, 2012, him 120.

5 Syahrul Machmud, Ibid, him 121.
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penyelesaian sengketa pidana UUPPLH dalam melaksanakan fungsinya.
Penafsiran tersebut dapat dipertegas bahwa, pertama pendayagunaan hukum
pidana disandarkan pada tidak efektifnya hukum administrasi dan hukum perdata
dan alternatif penyelesaian sengketa. Pemaknaan kedua, hukum pidana dapat
langsung didayagunakan bila tingkat kesalahan pelaku relatif berat, dan/atau

akibat perbuatanya menimbulkan keresahan masyarakat.®

c. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum pidana
merupakan teori berikutnya yang digunakan sebagai salah satu sarana
perlindungan masyarakat akan menjadi faktor penghambat bila tidak ada
atau tidak berfungsi dengan baik, faktor tersebut adalah:*’
1) Faktor hukumnya sendiri.
2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun yang menerapkan hukum.
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan.
5) Faktor kebudayaan yakni didasarkan sebagai hasil karya, cipta dan rasa
sang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
2. Konseptual
Istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini dirumuskan dalam pengertian-
pengertian sebagai berikut:
a. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang

berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan

wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari

16 syahrul Machmud, Ibid, him. 129.
7 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali, Jakarta,
1983, him. 5.
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kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe
voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup
wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat
keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka
pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang
utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.®

b. Penyidik adalah Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan. (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)

c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 2 KUHAP)

d. Polisi adalah merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan
perlindungan kepada masyarakat.’® Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun
2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1)
dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan
fungsi dan lembaga polisisesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian,
yakni fungsi polisi danlembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian

sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan

8 Ateng Syafrudin, Op.Cit, him. 23
9 satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing,
Yogyakarta, 2009, him. 111.
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keamanan dan Kketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung,
pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian
adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan
diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan
perundang-undangan.?®

e. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu
bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.?

f. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi  alam  itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup)

g. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat,
energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan
dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan
hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

(Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)

20 sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara, Laks Bang
Pressindo, Jogyakarta, 2008, him. 52-53.
L Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, him 54.



